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Menimbang :a-

Mengingat : 1.

bahwa adat-istiadat dan lembaga. adat diakui keberadaannya dan

digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas serta tumbuh

beikembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan cirri-

ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;

bahwa niiai-nilai dan ciri'ciri budaya serta kepribadian bangsa dimaksud

merupakan faktor sfiategis dalam upaya mengisi dan membangun jiw4
wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimanay1ng tercermin

dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang

pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-

kebiasaanmasyarakat dan lembaga adat di daerah-

Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupafen

Aceh Singkil;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeralq

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Aceh;
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan

DewariPerwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten ( Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 24, TambahanLembaranNegaraNomor 3811 );
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Peiunjuk Petaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa / Kelurahan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

Peraturan Menteri Oitam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 Pembinaan den

Pengembangan Adat-istiadat ditingkat Desa / Kelurahan;

Pera:turan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa /
Kelurahan;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pemberday&&D,d8il Pelestarian serta Pengembangan Adat-istiadat,

Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
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m. wilayah Adat adarah satuan budaya dimana adat-istiadat itu trmbub, hidrp dan berkenbmg

sehingga *.n: ua p."vanesa tgu.ejadaan adat-istiadat yang bersangkuan;

n. Hak Adat adarah t*-nuo*tot niJop didaram memanfaartkan sumber-s'mber daya yang ada

dalamlingkunganhidupyangdimilikiolehpalawargamasyarakatsebagaimanatercanturt
dalam lembagi adat, yangU"raur.fu" hukum adatlang berlaku dalam masyarakat atau

o. ffffiTili"ffi#f,trtr"rH* benar-benar.Tdyp dalam kes{31a1 hati nurani warsa

masyarakat dan iercermin dalam p?ru-poru rocial budayanya yang tidak bertentangan dengro

kepentingan nasional'

BAB II
LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Hukumadat,adat-istiadatdankebiasaanmasyarakatyangma.lihlgrlaku'.hidupdanberkembang
r dulu- masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Jyiari'at Islam tetap dipertahankan'

Pasal 3

syiari,at Islam menjadi tolak ukur penyelenggar&m kehidupan adat di daerah'

Pasal 4

Lembagalembaga adat dijadikan alat social kontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah-

Pasal 5

(1) Lembaga-lembaga adat yang hldup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap

Ap".t"ft"**, Olp"tift*i A6ttauyukutt, dimanl an dan dibalcukan'

LembagaJembaga adat dimaksud ayat (l) antara lain

a. Imeum Mukim;
b. Keuchik / KePalaKamPung;
c. Tuha Peut;
d. TuhalaPan;

(2)

Imeum Meunasah;
KeujruenBlang;
Petua Seunebok,
Haria Pekan;
Pawang Laot,
SyahBanda.

Pasal 9

pemberdayaan, pelbsrian dan pengembangan terhadap adat-istiadat dan lembaga adat

sebagaimina dimaksuil pasal 3, diarahkan kepada :

(1) Pernbangunan manusia seutuhkan melalui penyelenggaft?n pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuap

perundan g-undan gan,van g be rl ak-u'

(2) Terwujudnya pelestarian keb ryryntcala -aan

daerah mauPun dalam ran$a nasmal-
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i.
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hi&rydmbeda@

benar-benar hidup datam kesadaran hati nurani warga

la-pola social b"#;;; v*J tia* bertentangan dengro

BAB tr
LEMBAGA ADAT

Pasal 2

tt-i kebiasaan masyarakat yang ma:ih 9:t1"T:'lldup 
dan berkembang

Hukum adat, adat-i .YY]T:--;;;;;;d"nean Jyiari'at Islam tetal

i dalarn rnu.y*utut id"k b;;tungan dengan ;i;;t"t lslam tetap dipertahankan'

Pasal 3

Syiari,atlslammenjaditolakukurpenyelenggaraankehidupanadatdidaerah.

Pasal 4

Lembagalembaga adat dijadikan alat sociar kontrol penyerenggarairn pemerintahan di daerah-

Pasal 5

(1) Lembaga_lembaga adat yang hldup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetry

' dipertahank*:::;.iiilr;;;ffi ;fu *, dimanfaatkan dan dibakukan'

o\ Lembaga-lembaga adat dimaksud ayat (l) antara lain

a. Imeum Mukim;
b. Keuchik / KePalaKampung;

TuhaPeut;
TuhaLaPan;
Imeum Meunasah;
KeujruenBlang;
Petua Seunebok;

Haria Pekan;
Pawang Laot;
SyahBanda.

Pasal 9

pemberdayaan, pelMrian dan pengembangan terhadap adat-istiadat dan lembaga ada

r"i"g"i*i"" at**toa pasal 3' diarahkan kepada :

(1) ilHTn#"1#"#ffit"trfl?#ffiHfl.H#'ffiff
gberlaku'

(2) Terwujudnya pelestarian keb ffi* 
lrbldalea

\ / 
daerah maupun dalam ramgt'n

c.
d.
e.

f.
ob'

h.
i.
j



3)

Terkondisinya suasan ayangdapat mendorong peningkatan pennan dan fimpr adat istiadar

l*rffr?i,l"1,*l tlffiiHliabat manusia rndonesia daram memperkuat jati diri dan

Kelurahan.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan,pelestqilfanpengembanganadat-istiadatdanlembagaadatsebagaimana
dimaksud dalam pasal 5, Oi.,tamafia'terhidap adat-istiadat yang masih hidup atau telah

ada, namun mengalami kemerosotan'

dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga

harus mendorong terciPtanYa :

dikalangan up*ut Pemerintah Daerah dan

lai budaya daerah lain dan asing yang positrf'

dengan kebhinekaan bangsa'

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 11

(1)

pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional' serta

turut membantu untuk mendorong upaya kesejahteraan warga masyarakat setempat.

(2) Tujuannya adalah untuk mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat

grri,u kllancaran penyelenggataan per4erintahan, pelaksanaan pembangunan dan

fembinaan rnasyarakat d] daeiah, utamanya di kampung / kelwahan, sehingga watga

masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas

kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya'

4)

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 12

(1) Kedudukan lembaga adat adalah suatu wadah organisasi p€rmusya-\Maratan/ permufakatan

Kepala Adaf lPemangku Adat . Petua-petua Adat dan Pimpinan r'Pemulia-pemuka Adat

lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan Kabupateq kecamafan dan

kampung / kelurahan.

(2) Lembaga adat mempunl.ai rugas untuk :



- \{-r:--' -,-di, '\r!rre--'ts *'': 'l^6f ;nen\ai-i'liflr-All pe

men) 3ie}.l:'f,-an berbagai p€rselisihan )

'b. Memberdal'uiun' mile-stankan dano 
f.*rjd;"F;.*:T*.ff:'#"ff#i"*? 

an dan pembinaan

kemasy dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat

canPimpinJ"i-i;t*tta-pemukaAdatlaiml'a

-li

ikan kepentingan masyarakat adat setempat'
(2), lembaga adat

+) rangka menyusun

caraan PenYelenggaraan

sungan Pemban 
arakatan'

(1)

(2)

BAB VI
IIAIG WEWENANG DAN KEWAJIBAN' 

Pasal 13

alam hal-hal yang menyangkut kepentrngan

b Tffif;,:
dalam

in terpeljharanya kebhinnekaan masvarakat

an dan kesatuan bangsa'

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Guna pemberdal'aan' pelestal'lalr i.r
Lemb maksud dalarn :a--el i 3':---''cc rr

tahun KaL'uPa:e i
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BAB YItr
KETENTUAN IAITT-I^AIN

Pasal 15

Lembaga Adat di daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peratwm Daerah ini sepmjmg
masih diakui dan hidup dalam masyarakat dinyatakan tetap berlaku.

BAB D(
KETENTUAN PENUTIJP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan keputsan Bupati Aceh Singkil .

Pasal lT

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenAceh Singkil .

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JUNI2001

BUPATI ACEH SINGKIL

CaplDto

, MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 14 Seri C Tahun 2001 '

RIDWAN HASAN.



b.

c.

d.

e.

Sarang Burung Wdet sdang tidak b€dsi t€hr-

Dilaksanakan pada siang hari.

Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram'

Dalarn hal Sarang Bururrg Walet berada di Hutan Produksi, Kawasan

Suaka Alanr, Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan

tehnis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan'

PaslT

Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang

burung walet harus memiliki surat izin dari instansi berwenang.

Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang

burung walet sebagai tersebut ayat I diatas di kenakan pajak daerah

setiap kilogram sarang burung walet.

BAB V

PEMBINAAI{ DAI.I PENGAWAS A]rI

Pasal S

(1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan Instansi tehnis menfasilitasi

pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.

(2) Bupati dan Instasi tehnis melakukan pengawasan atau pengelolaan dan

pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Dalam rarryka pengawasan, Bupati dapat memberikan sangsi admirtistratif

berupa peringatan tertulis, pencabutarr izin atau sangsi lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENruA}I PERALIHAI\

Pasal9

Pada saat Perdrnan Daerah ini mulai berlalar, orang atau badan yang zudah

me,miliki iilr.t6ryberlaku sampai dengan batas beflakgnya izin.
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